BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.279, 2015 BKPM. Izin Usaha. Penanaman Modal.
Administrator KEK Tanjung Lesung. Pelimpahan
Wewenang.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA
ADMINISTRATOR

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan  Kawasan Ekonomi Khusus dan
mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha
Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5186) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5371);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5284);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 210);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 277);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/9/2012;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.97/Menhut-1I/2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.1/Menhut-II/2015;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1
Tahun 2015;
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22.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang
Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
10/M-DAG/PER/1/2015;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang
Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala BKPM,;

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor Pol. : Skep/638/XII/2009 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di
Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2011;
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Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2013;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Pandeglang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat = Daerah Kabupaten Pandeglang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2014 Nomor 2);

3. Surat Sekretaris Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor S-81/SES.DNKEK/10/2014
tanggal 7 Oktober 2014 hal Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada
Administrator KEK Tanjung Lesung dan Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN
IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI
KHUSUS TANJUNG LESUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat



